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PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17/POJK.03/2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

 NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN 

NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK 

PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa penyebaran coronavirus disease 2019  

(COVID-19) yang masih berlanjut secara global 

maupun domestik telah berdampak secara langsung 

ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan 

kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran kredit atau pembiayaan; 

  b. bahwa dampak lanjutan terhadap kinerja dan 

kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit dan 

selanjutnya akan memengaruhi ketahanan 

permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja 

perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang dapat 

memengaruhi pertumbuhan ekonomi;  

  c. bahwa untuk menjaga momentum perbaikan kinerja 

debitur yang terkena dampak coronavirus disease 



2021, No.213 -2- 

2019 (COVID-19), mendorong optimalisasi fungsi 

intermediasi perbankan, mempersiapkan perbankan 

dan debitur untuk kembali normal secara perlahan 

setelah kebijakan stimulus berakhir, serta menjaga 

stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan langkah 

antisipatif dan lanjutan berupa penyesuaian terhadap 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus 

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang 

Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019; 

 

Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3790);  
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  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);  

  3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus 

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6480) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6583); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA 

KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG 

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI 

KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN 

CORONAVIRUS DISEASE 2019. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus 

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical 
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Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6583) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7B diubah, sehingga Pasal 7B 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7B 

(1) BUK atau BUS dapat menyediakan dana 

pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari 

anggaran pengeluaran sumber daya manusia. 

(2) BUK atau BUS dapat tidak melakukan perubahan 

rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan 

rencana penyediaan dana pendidikan sepanjang 

telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa 

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 2 ayat (6). 

 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

(1) Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus 

pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang 

terkena dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, 

kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berlaku sampai 
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dengan tanggal 31 Maret 2023. 

(2) Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus 

pertumbuhan ekonomi sebagai dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

terkait: 

a. penyediaan dana pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7B berlaku untuk 

tahun 2020, 2021, dan 2022;  

b. penetapan kualitas agunan yang diambil alih 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C 

berlaku sampai dengan tanggal  

31 Maret 2023; dan 

c. pemenuhan capital conservation buffer 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D 

berlaku sampai dengan tanggal  

31 Maret 2022. 

 

Pasal II 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 September 2021 

       

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIMBOH SANTOSO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 10 September 2021 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 


